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ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan
kehidupan politik modern yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Sebagai
isntrumen terpenting dalam demokrasi partai politik memainkan peran dan fungsi yang
sentral untuk terus menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Peran dan fungsi tersebut meliputi fungsi rekrutmen politik,
pendidikan politik, komunikasi politik, hingga agregasi kepentingan. Peran dan fungsi
tersebut belum dijalankan dan diimplementasikan secara maksimal oleh partai politik.
Selain itu, secara organisasi beberapa partai politik di Indonesia masih bergantung
pada peran tokoh dan bahkan cenderung mengarah pada terjadinya personalisasi dalam
tubuh partai politik itu sendiri. Salah satu penyebab terjadinya berbagai problematika
tersebut adalah desain AD/ART yang dibentuk dengan tidak mengindahkan nilai-nilai
demokrasi di dalamnya dan justru memberi peluang terhadap berlakunya sistem
oligarki di tubuh partai politik itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, penting kiranya
untuk dilakukannya pengujian terhadap AD/ART partai politik. Rumusan masalah
dalam penelitian ini mencakup pertama, apa urgensi pengujian AD/ART partai politik
di lembaga peradilan ? Kedua, apa problematika yuridis yang muncul dalam gagasan
pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ? Ketiga, bagaimana konsep
pengaturan pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ? Penelitian ini
merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yuridis berupa AD/ART partai
politik, ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut pengujian norma di
lembaga peradilan serta buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AD/ART partai politik
mengandung berbagai problematika yang mencakup pembentukan kepengurusan yang
tidak demokratis dan pengambilan keputusan yang sentralistik dan tidak demokratis.
Sehingga urgensitas pengujian dalam rangka perlindungan terhadap hak dan
kepentingan anggota dan masyarakat, untuk menciptakan koherensi dan konsistensi
peraturan perundang-undangan, upaya reformasi terhadap kelembagaan partai, dan
kontrol terhadap norma hukum. Problematika yang mencul dalam gagasan pengujian
terletak pada AD/ART partai bukan norma hukum yang mengikat umum dan partai
politik bukan badan atau lembaga negara. Sedangkan konsep pengaturan pengujian
dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 8 UU. 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Parpol, dan PERMA No. 1 Tahun 2011 dan memberikan kewenangan
pengujian kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci  : Pengujian, AD/ART, Peradilan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam
penyelenggaraan kehidupan politik modern yang didasarkan pada nilai-nilai
demokrasi. Bahkan partai politik merupakan suatu instrumen yang tidak dapat
dipisahkan dari sistem demokrasi. Tanpa keberadaan partai politik di suatu negara,
maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi.
Hal tersebut dikarenakan partai politik pada dasarnya merupakan
pengejawantahan dari kebebasan setiap individu untuk membentuk kelompok atau
berserikat sesuai dengan kepentingannya. Partai politik merupakan salah satu
bentuk kebebasan hak asasi manusia yakni kebebasan untuk berserikat dan
berkumpul. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu bagian
terpenting dari hak asasi manusia karena tanpa keberadaannya membuat
berkurangnya harkat dan martabat manusia dikarenakan seorang individu tidak
dapat lagi mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan kayakinan dan
nuraninya.t

Partai politik memiliki peranan yang penting dalam jalannya suatu
pemerintahan, di samping partai politik memiliki peran dalam proses
pembentukan struktur pemerintahan, partai politik juga memiliki peran penting

dalam proses pembentukan sistem formasi dan kontelasi politik di parlemen yang

! Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2015), him. 8.



dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum.? Richard M. Marelmen
mengungkapkan peran penting dari partai politik dengan mengatakan bahwa “Dari
semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan
politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik”.® Argumen
tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Mayer yang
dengan tegas menyatakan bahwa partai politik memiliki peranan yang penting
dalam jalannya suatu pemerintahan dibandingkan dengan organisasi-organisasi
politik lainnya. Hal tersebut setidaknya didasarkan pada dua alasan. Pertama,
hanya partai politik yang mampu menjalankan tugas untuk membuat program
yang dihasilkan dari proses kompromi dengan seluruh elemen masyarakat.
Kompromi tersebut didapat setelah melalui proses kesepakatan dengan
mempertemukan berbagai kepentingan yang ada. Kedua, partai politik juga telah
mengambil peran dalam proses mempertemukan kepentingan-kepentingan
masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dalam hal ini hanya partai politik yang
mampu melaksanakan tuntutan politik dari masyarakat berdasarkan statusnya
sebagi bagian dari pemerintah atau sebagai kekuatan oposisi.*

Di Indonesia, partai politik telah mengalami banyak perkembangan dan
perubahan semenjak pertama kali muncul pada masa penjajahan Belanda.
Perkembangan tersebut begitu nampak terlihat setelah terjadinya reformasi pada

tahun 1998. Pada awal kemunculannya, partai politik lahir sebagai salah satu

2 1bid.

% Yoyoh Rohaniyah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Intrans Publishing,
2015), him. 353.

* 1bid.



instrumen yang digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan
Belanda serta memperjuangkan kemerdekaan.® Setelah memperoleh kemerdekaan,
kehidupan partai politik di Indonesia mulai tumbuh subur dan mencapai masa
kejayaannya pada tahun 1950-1959 karena pada tahun tersebut partai politik
memgambil peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara
melalui sistem parlementernya. Memasuki periode demokrasi terpimpin peranan
partai politik mulai dikurangi, pada masa tersebut keberadaan partai politik mulai
diintegrasikan dan keadaan tersebut berlanjut hingga pemerintahan orde baru.
Penyederhanaan partai politik pada masa tersebut dilakukan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1975. Hasil penyederhanaan
tersebut memunculkan dua partai politik yakni PDI dan PPP serta satu Golongan
Karya. Keadaan tersebut yag pada akhirnya memunculkan peluang dilakukannya
intervensi oleh penguasa terhadap partai politik.®

Ketentuan mengenai pengaturan partai politik di Indonesia juga
mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Berbagai perubahan terjadi
dalam pengaturan terkait partai politik di Indonesia untuk membenahi kekurangan
dalam pelembagaan partai politik. Perubahan ketentuan mengenai partai politik
tidak hanya dilakukan pada tingkat undang-undang. Perubahan juga dilakukan
terhadap substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sebelum dilakukannya amandemen terhadap konstitusi, tidak ditemukan

norma hukum dalam konstitusi yang secara eksplisit mengatur persoalan partai

5> Abdul Muktie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
(Malang: Setara Press, 2013), him. 2.

® Sri Lestari Wahyuningroem, “Masalah-Masalah Partai Politik Indonesia”,
PARAPOLITIKA, Vol. 2 No. 1, 2021, him 108.



politik. Ketentuan hukum dalam konstitusi yang seringkali dihubungkan dengan
partai politik adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28. Namun, ketentuan
yang terdapat dalam pasal tersebut dinilai belum mampu untuk memberikan
penjaminan serta perlindungan terhadap hak dasar masyarakat. Hal tersebut
dikarenakan implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut
sangat bergantung pada ada tidaknya undang-undang. Setelah UUD NRI 1945
diamandemen, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 diperkuat dengan
ditambahkannya ketentuan baru yang termuat di dalam Pasal 28E UUD NRI 1945
yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, konstitusi Indonesia telah
secara eksplisit mengatur terkait partai politik dalam rumusan pasalnya. Perbaikan
terhadap pengaturan kelembagaan partai politik juga dilakukan pada tingkat
undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang sebelumnya menjadi
dasar pengaturan partai politik di Indonesia diubah dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Undang-undang tersebut kemudian
disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, serta yag terakhir adalah dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.’
Setelah reformasi, institusi partai politik belum juga menunjukkan
perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih baik, bahkan institusi partai
politik belum mampu menjadi institusi yang bertanggungjawab terhadap

pemilihnya dan belum mampu memenuhi tuntutan serta harapan dari masyarakat.

7 Jamaludin Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi Antara Das
Sollen dan Das Sein,” Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 30, No. 1, (2023). him. 2-3.



Di masa orde baru partai politik dimanfaatkan oleh para penguasa negeri sebagai
instrumen untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sedangkan di era reformasi,
partai politik dikelola secara oligarkis yang ditunjukkan dengan pengambilan
keputusan strategis yang seringkali dilakukan secara tertutup dan ditentukan oleh
segelintir elit partai politik. Selain itu, pengambilan keputusan dalam internal
partai politik cenderung sentralistik yang disertai dengan dominasi dari pengurus
pusat dalam menentukan keputusan, sehingga aspirasi di daerah seringkali
diabaikan.®

Berkaitan dengan implementasi dari fungsi-fungsi partai politik yang
meliputi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi penyelesaian konflik,
fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, hingga fungsi rekruitmen politik
belum dijalankan dan diimplementasikan secara maksimal oleh partai politik.
Partai politik hanya menjalankan fungsi rekruitmen terhadap calon-calon pejabat
publik dan mengabaikan fungsi-fungsi partai politik yang lain. Selain itu, secara
organisasi beberapa partai politik di Indonesia masih bergantung pada peran tokoh
dan bahkan cenderung mengarah pada terjadinya personalisasi dalam tubuh partai
politik itu sendiri. Padahal, partai politik merupakan salah satu organisasi modern
yang seharusnya dikelola dengan baik melalui infrastruktur politik yang kokoh.®

Beberapa problematika yang terjadi pada intitusi partai politik
menunjukkan tidak bekerjanya demokratisasi di internal partai politik bahkan

partai politik cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dalam

8 Lili Romli, Partai Politik; Dinamika dan Problematika Pelembagaan di Indonesia,
(Malang: Intrans Publishing, 2021), him. 28.

° 1bid.



pengelolaan partai politik. Pengambilan keputusan yang tidak partisipatif hingga
berkembangnya budaya feodal dalam tubuh partai politik menunjukkan betapa
lemahnya demokratisasi di internal partai politik. Sebagai salah satu pilar dari
demokrasi, sudah barang tentu partai politik mengedepankan nilai-nilai demokrasi
dalam pengelolaannya, namun dalam hal ini partai politik justru mengabaikan
prinsip-prinsip tersebut. Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan
partai politik mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei nasional indikator
politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap partai politik rendah, bahkan
menempati posisi terbawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 54 persen.

Peran dan fungsi partai politik sebagaimana telah dipaparkan di atas hanya
akan dapat berjalan dengan baik sehingga keberadaan partai politik benar-benar
memberikan dampak positif terhadap masyarakat serta penyelenggaraan negara
apabila keberadaan partai politik dikelola dengan baik berdasarkan nilai-nilai
demokrasi dan keprofesionalitasan. Akan tetapi keberadaan partai politik pada
saat ini hanya dijadikan alat oleh para pemimpinnya untuk memuaskan ambisi
serta kepentingan politiknya. Bahkan partai politik pada saat ini secara
kelembagaan telah dikelola secara oligarki dan jauh meninggalkan nilai-nilai
demokrasi.** Sehingga peran dan fungsi partai politik sebagaimana disebutkan di
atas tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Keadaan tersebut yang kemudian mengakibatkan tidak berjalannya nilai-nilai

10 https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-
publik-terhadap-partai-politik-rendah, diakses pada 3 Mei 2023.

n https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/29/menquji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/,
diakses pada 3 Mei 2023.
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demokrasi di internal partai politik itu sendiri dan memunculkan pemimpin-
pemimpin partai politik yang sewenang-wenang terhadap para anggotanya akibat
kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada para pemimpin partai
politik. Hal tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan semangat reformasi
dan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Salah satu penyebab terjadinya berbagai problematika tersebut adalah
desain AD/ART yang dibentuk dengan tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi
di dalamnya dan justru memberi peluang terhadap berlakunya sistem oligarki di
tubuh partai politik itu sendiri. Beberapa problematika yang muncul dalam
substansi AD/ART partai politik di antaranya adalah :

Pertama, bahwa AD/ART partai politik tidak dengan sungguh-sungguh
bahkan meniadakan pengaturan mekanisme dan prosedur pergantian
kepemimpinan secara demokratis yang akhirnya berdampak pada tertutupnya
peluang terwujudnya persaingan yang sehat dan kompetitf dalam perebutan
jabatan dalam tubuh partai politik.*? Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa
ketua umum partai politik yang terpilih secara aklamasi bahkan calon ketua
tersebut merupakan calon tunggal yang akhirnya dapat terpilih kembali untuk
beberapa periode kepemimpinan. Proses pemilihan dengan menggunakan metode
aklamasi memang dibenarkan dalam AD/ART beberapa partai politik, seperti
yang tertuang dalam AD/ART partai PDI Perjuangan. Meski metode aklamasi
yang disertai dengan calon tunggal merupakan metode yang sah karena diatur

dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan, namun metode tersebut telah

12 Jamaludin Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi Antara Das
Sollen dan Das Sein”..., Op. Cit. him. 10.



menghilangkan kompetisi demokrasi dalam proses pergantian kepemimpinan. Hal
tersebut sejatinya telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam
dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
menyatakan bahwa “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara
demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”.23 Kondisi demikian
yang juga pada akhirnya memunculkan gejala personalisasi partai yang juga
membawa dampak buruk terhadap institusi partai politik.}* Hal tersebut telah
menunjukkan bahwa beberapa AD/ART partai politik di Indonesia tidak dengan
sungguh-sungguh mengatur mekanisme pergantian kepemimpinan dengan
berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, kewenangan pemimpin dan figur elit partai politik yang begitu
besar. Beberapa AD/ART partai politik memberikan kewenangan yang begitu
besar terhadap figur elitnya. Hal ini dapat dijumpai dalam AD/ART Partai
Demokrat yang memberikan kewenangan begitu besar kepada Majelis Tinggi
Partai dalam pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan kegiatan Partai

Demokrat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (4) yang menyebutkan

“Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan
strategis tentang : (a) Calon Presiden dan Wakil Presiden; (b) Calon
Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI; (c) Calon Partai-Partai
Anggota Koalisi; (d) Calon-calon Anggota Legislatif Pusat; (d)
Calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala

13 pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

14 Esty Ekawati dan Mouliza K Donna Sweinstani, “Dampak Personalisasi Partai terhadap
Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru,” Jurnal Wacana Politik, Vol. 5, No. 2,
(2020). him. 114.



Daerah”.1°

Wewenang yang begitu besar yang dimiliki oleh segelintir elit partai
politik sejatinya telah bertentang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal
27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
menyebutkan bahwa “Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan
dilakukan secara demokratis”.’® Di samping itu, ketentuan tersebut juga secara
nyata telah melanggar hak setiap anggota yang pada dasarnya memiliki hak untuk
turut serta dalam menetapkan kebijakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal
15 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Hal tersebut yang kemudian menjadi
dasar gugatan pengujian AD/ART Partai Demokrat oleh Yusril Ihza Mahendra ke
Mahkamah Agung. Yusril menilai bahwa pemberian kewenangan yang besar
kepada Majelis Tinggi Partai tidak sejalan dengan asas kedaulatan anggota yang
tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik.!” Pemberian kewenangan yang
begitu besar kepada figur elit partai politik yang pada akhirnya menutup ruang
partisipasi dan membuat sistem pengambilan keputusan oleh partai politik
cenderung tertutup karena hanya dilakukan oleh segelintir elit partai politik.
Selain itu, praktek tersebut juga yang pada akhirnya membuat sistem pengambilan

keputusan di tubuh partai politik cenderung sentralistik dan mengabaikan aspirasi

15 pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat.
16 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

7 https://www.merdeka.com/peristiwa/qugatan-yusril-terhadap-adart-demokrat-ke-ma-
tuai-kritik.html, diakses pada 3 Mei 2023.
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dari daerah.®

AD/ART partai politik sejatinya merupakan instrumen yang memuat
pengimplementasian dari visi dan misi serta ideologi suatu partai politik yang
diwujudkan dalam aktivitas politik. AD/ART partai politik merupakan sutau hal
yang penting bagi suatu partai politik. Hal tersebut dikarenakan apabila mengacu
kepada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik telah menyebutkan bahwa anggaran dasar partai politik tidak
hanya memuat visi dan misi dari partai politik namun di dalamnya juga
diharuskan memuat mengenai fungsi dan tujuan partai politik, mekanisme
rekruitmen anggota dan calon pejabat publik, keuangan partai, kaderisasi, dan lain
sebagainya. Sehingga dalam hal ini berjalannya suatu partai politik didasarkan
pada AD/ART partai, maka dari itu kedudukan AD/ART partai merupakan suatu
hal yang penting bagi suatu partai politik.*®

Dalam konteks teori perundang-undangan, pelimpahan kekuasaan atau
kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada lembaga lain untuk mengatur
lebih lanjut mengenai suatu materi yang terdapat di dalam undang-undang
tersebut disebut dengan delegasi.?® Dikarenakan muatan materi yang terdapat di

dalam AD/ART partai politik merupakan penjelasan lebih jauh dari apa yang telah

18 Lili Romli, Partai Politik; Dinamika dan Problematika Pelembagaan di
Indonesia...Op. Cit. him. 29.

19 Hera Alvina Satriawan, “Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Olenh Mahkamah Agung”, Hukum Bisnis
Bonum Commune, Vol. 5, No. 1, (2022), him. 57.

20 Rizqo Dzulgornain dan Ridho Hadi Nurrizky, “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai
Politik di Mahkamah Agung”, Staatrecht, Vol. 1 No. 2, Desember 2021, him. 183.
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dimuat di dalam Undang-Undang Parpol, maka sudah seharusnya AD/ART partai
politik dimaknai sebagai suatu peraturan perundang-undangan dalam bidang
kepartaian.?! Hal tersebut juga diperkuat dengan teori yang disampaikan oleh
Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa keberadaan suatu norma hukum yang
lebih rendah dibentuk dengan didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi.?2
Sehingga AD/ART partai politik merupakan ketentuan yang dibentuk dengan
didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik.

Dengan berbagai problematika yang muncul dalam muatan materi
AD/ART partai politik sebagaimana yang dipaparkan, hingga detik ini belum
tersedia mekanisme yang dapat ditempuh untuk mereview muatan materi yang
terkandung dalam AD/ART partai politik. Sehingga dalam hal ini dipandang perlu
untuk dilakukannya pengujian terhadap AD/ART partai politik. Pentingnya
pengujian AD/ART partai politik setidaknya didasarkan pada beberapa alasan.
Alasan yang pertama adalah pengujian AD/ART partai politik ditujukan sebagai
salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak para anggota.
Perlindungan serta penjaminan terhadap hak-hak para anggota merupakan salah
satu amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik yang secara tegas
menyatakan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya. Selain
itu dengan adanya fakta yang menunjukkan keberadaan AD/ART partai politik

yang justru mengakomodasi kepentingan elit partai politik dan mengabaikan hak-

21 https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/,
diakses 3 Mei 2023.

22 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1945)
him. 113.
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hak para anggota. Apabila substansi AD/ART partai politik terus dibiarkan seperti
apa yang terjadi pada saat ini maka hal ini akan semakin memberi ruang yang
begitu besar kepada para penguasa partai politik untuk menjalankan partai politik
sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Alasan yang kedua adalah
pengujian AD/ART partai politik ditujukan sebagai salah satu mekanisme yang
dapat ditempuh untuk melakukan reformasi terhadap pelembagaan partai politik.
Hal ini tidak terlepas dari fakta yang menunjukkan bahwa pada saat ini partai
politik dijalankan secara oligarkis dan mengabaikan prinsip demokrasi. Dengan
reformasi kelembagaan diharapkan partai politik dapat kembali memainkan peran
serta menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, peneliti menilai penting kiranya untuk mengkaji persoalan pengujian
AD/ART di lembaga peradilan sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk
memberikan perlindungan pada hak-hak anggota partai politik serta dalam rangka

untuk memperbaiki institusi partai politik.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apa urgensi pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan ?
2. Apa problematika yuridis yang muncul dalam gagasan pengujian
AD/ART partai politik di lembaga peradilan ?
3. Bagaimana konsep pengaturan pengujian AD/ART partai politik di

lembaga peradilan ?
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C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka
tujuan penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan urgensi dari pengujian AD/ART
partai politik di lembaga peradilan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika yuridis yang muncul
dalam gagasan pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan.

3. Untuk merumuskan konsep pengaturan pengujian AD/ART partai

politik di lembaga peradilan.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan
penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hasil dari penelitian ini
diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik.
Manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini di antaranya adalah :
1. Manfaat teoritis
a. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu
sumbangsih keilmuan dalam ilmu hukum terutama dalam bidang
hukum tata negara yang berkaitan dengan persoalan problematika
AD/ART partai politik dan pengujian AD/ART partai politik di
lembaga peradilan, serta problematika yuridis yang muncul dalam
gagasan pengujian AD/ART partai politik di Lembaga peradilan.
b. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu jawaban ilmiah

berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum tata negara yang
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semakin dinamis seiring berjalannya waktu terutama berkaitan
dengan persoalan kepartaian, pembentukan norma hukum, hingga
pengujian norma hukum di lembaga peradilan.

2. Manfaat praktik

a. Secara praktik penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu saran serta
solusi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persoalan
pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan, dengan
demikian diharapkan peran partai politik dapat maksimal dalam
proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini dimaksudkan juga sebagai suatu sumber dan
referensi bagi penelitian yang akan datang dalam rangka
pengembangan ilmu dalam bidang hukum tata negara.

c. Untuk peneliti, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan studi serta memperoleh gelar magister
ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti telah melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan
dengan gagasan pengaturan pengujian AD/ART partai politik di lembaga
peradilan dan problematika AD/ART partai politik. Penelusuran tersebut
ditindaklanjuti dengan kegiatan menganalisis serta menelaah lebih jauh hasil
penelitian sebelumnya dengan maksud untuk mencegah terjadinya plagiasi

maupun pengulangan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
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Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, terdapat beberapa karya tulis ilmiah
sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam
penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Tesis yang ditulis oleh Jayanti Puspitaningrum dengan judul
“Pengaturan  Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasca
Perubahan UUD 1945”. Tesis tersebut membahas mengenai beberapa
hal yang meliputi bagaimana pengaturan pengujian peraturan
perundang-undangan setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD
1945 dan praktek penerapannya di Indonesia, serta urgensi
penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah
Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terjadinya
amandemen terhadap UUD 1945 kewenangan pengujian peraturan
perundang-undangan di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga
kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan
pengujian peraturan perundang-undangan ditegaskan di dalam Pasal
24A UUD 1945 yang dipertegas di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung
memiliki wewenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
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pengujian peraturan perundang-undangan disebutkan di dalam Pasal
24C UUD 1945 yang dipertegas dengan ketentuan yang terdapat di
dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar. Dalam prakteknya, pengujian peraturan
perundang-undangan oleh kedua lembaga kekuasaan kehakiman
tersebut mengandung berbagai permasalahan. Permasalahan yang
muncul dalam pengujian peraturan perundang-undangan oleh
Mahkamah Agung di antaranya adalah aturan hukum pengujian yang
masih didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung yang belum
mengatur mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh
Mahkamah Agung secara jelas terutama berkaitan dengan jangka
waktu penyelesaian perkaranya berakibat pada tidak adanya kepastian
hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan problematika yang
muncul dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah
Konstitusi adalah tidak adanya patokan dasar dalam melakukan
penafsiran, sehingga berakibat pada penafsiran yang cenderung
dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hakim masing-masing.
Selain itu pengujian peraturan perundang-undangan oleh dua lembaga
kekuasaan kehakiman berpotensi menimbulkan perbedaan putusan

antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sehingga,
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berdasarkan hasil penelitian ini penting untuk dilakukannya
penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah
Konstitusi.?®

2. Tesis yang ditulis oleh Chairunisa dengan judul “Pelaksanaan
Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan Pasca Perubahan UUD 1945”. Tesis tersebut
membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam
melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan serta
penerapannya pasca terjadinya amandemen terhadap UUD 1945. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 telah
membawa dampak yang besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Perubahan terjadi pada ketentuan pokok
mengenai kekuasaan kehakiman dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomr 14 Tahun 1970.
Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan
dengan munculnya norma-norma baru sebagai hasil dari Amandemen
UUD 1945. Hasil amandemen UUD 1945 juga telah menegaskan
kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan sekaligus membawa implikasi terhadap
perubahan undang-undang tentang Mahkamah Agung. Undang-undang

Mahkamah Agung yang sebelumnya diakomodir dalam Undang-

23 Jayanti Puspitaningrum, “Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasca
Perubahan UUD 1945, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2009).
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Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dalam prakteknya,
kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan mencakup keseluruhan peraturan
perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah undang-
undang baik yang berupa regulasi, keputusan, bahkan putusan hakim
atau vonis. Dalam menjalankan kewenagan tersebut, tidak ditemukan
masalah yang berarti dalam proses pengujian peraturan perundang-
undangan. Masalah yang muncul hanya berupa persoalan teknis seperti
kelengkapan berkas permohonan.

3. Jurnal yang ditulis oleh A. Munawar dengan judul “Refleksi Kritis
Judicial Review AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 39 P/HUM/2021”. Artikel tersebut membahas mengenai
kedudukan AD/ART dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Artikel tersebut menegaskan bahwa AD/ART partai politik
bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang
dapat diujikan di Mahkamah Agung. Hal tersebut didasarkan pada
beberapa argumen yang meliputi, bahwa AD/ART partai politik
memiliki sifat individual kongkrit yang diberlakukan untuk internal
partai politik itu sendiri. Selain itu landasan hukum pemberlakuan
AD/ART partai politik berupa keputusan yang bersifat sekali-selesai

(enmahlig), sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap norma

24 Chairunisa, “Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan Pasca Perubahan UUD 1945”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam
Indonesia, 2006).



19

hukum maka pengajuan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hal tersebut jelas berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang
memiliki sifat umum dan abstrak serta berlaku secara terus menerus.
Selain itu, AD/ART partai politik dibentuk oleh partai politik sehingga
AD/ART bukanlah produk lembaga administrasi negara. Namun dalam
hal ini ide pengujian AD/ART partai politik di Mahkamah Agung dapat
dijadikan solusi hukum dalam membenahi kelembagaan partai politik
yang memiliki peranan besar dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia.?

4. Jurnal yang ditulis oleh Sudarsono dengan judul “Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah
Agung”. Artikel tersebut pada intinya berisi mengenai kompetensi atau
kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian materil
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang dan menguraikan hukum acara berkaitan
dengan proses permohonan pengujian tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk
melakukan pengujian secara materil terhadap semua jenis peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Bentuk-bentuk
peraturan perundang-undangan yang dapat diujikan di Mahkamah
Agung dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

25 A. Munawar, “Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021,” Jurnal Sytonic Law, Vol. 1, No. 1, (2022).
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Peraturan Perundang-Undangan. Untuk bentuk peraturan perundang-
undangan yang tidak termaktub di dalam ketentuan pasal tersebut tetap
dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan apabila
peraturan tersebut mengandung norma Yyang bersifat abstrak,
mempunyai  kekuatan mengikat secara umum dikarenakan
pembentukannya yang didasarkan pada perintah peraturan perundang-
undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi serta dibentuk
berdasarkan mekanisme yang telah disebutkan di dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itu, berkaitan dengan batu uji pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak hanya
terbatas pada undang-undang saja akan tetapi meliputi keseluruhan
jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih
tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan yang sedang
diujikan. Lebih jauh lagi hasil penelitian menunjukkan bawah hukum
acara permohonan hak uji materil oleh Mahkamah Agung yang diatur
di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dirasa
masih banyak terdapat kekurangan dan perlu untuk disesuaikan dengan
dinamika yang terjadi berkaitan dengan proses pengujian peraturan
perundang-undangan. Kekurangan tersebut meliputi tenggang waktu
penyampaian jawaban yang dirasa belum cukup yang hanya 14 (empat
belas) hari. Waktu tersebut dirasa tidak cukup dikarenakan termohon
memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain

hingga menyiapkan dokumen jawaban yang tentunya akan memakan
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waktu lebih dari 14 hari. Selain itu adanya amar putusan “tidak sah”
yang dirasa tidak tepat dikarenakan apabila suatu peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak sah maka akibat
hukum yang ditimbulkan adalah bahwa peraturan perundang-undangan
tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sejak penerbitannya dan
tidak memiliki akibat hukum. Amar putusan yang demikian juga tidak
dikenal dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, hukum
acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung
tidak mengenal amar putusan “tidak dapat diterima”. Padahal amar
putusan tersebut dipandang perlu apabila pemohon tidak memenuhi
syarat formil dalam mengajukan permohonannya. Kekurangan yang
terakhir adalah keterlibatan para pihak yang hanya dalam proses
penyampaian permohonan dan jawaban saja.?®

5. Jurnal yang ditulis oleh Suparto dengan judul “Problematika Pengujian
Perundang-Undangan di Mahkamah Agung (Kajian terhadap Putusan
Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)”. Artikel tersebut berisi
mengenai analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65
P/HUM/2018 vyang dinilai menyimpangi putusan Mahkamah
Konstitusi No. 30/PUU/XVI1/2018. Dalam putusannya Mahkamah
Agung menyatakan bahwa calon anggota DPD yang berasal dari

pengurus partai politik diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu di tahun

% Sudarsono, “Pengujian Pertauran Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh
Mahkamah Agung,” Jurnal Mimbar Yustisia, Vol. 1, No. 2, (2017).
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2019. Sedangkan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah
melarang anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik untuk
mengikuti pemilu sejak tahun 2019. Perbedaan substansi tersebut
disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran dalam mengartikan
waktu penerapan dalam Pemilu tahun 2019 yang sedang berlangsung.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelarangan tersebut berlaku
sejak Pemilu tahun 2019 dikarenakan tahapan Pemilu ketika
Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut masih dalam proses
Daftar Calon Sementara (DCS) sehingga masih dimungkinkan untuk
dilakukannya perubahan peraturan yang nantinya akan berdampak
pada calon anggota DPD. Namun, Mahkamah Agung berpendapat
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mesti diberlakukan setelah
Pemilu tahun 2019 dikarenakan tahapan Pemilu yang telah berjalan
sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukannnya perubahan
peraturan. Dengan adanya dua putusan lembaga peradilan yang saling
bertentangan tersebut menimbulkan problematika berupa tidak adanya
kepastian hukum. Berdasarkan problematika tersebut, artikel terebut
juga menjelaskan pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan
dalam satu atap dan mengembalikan fungsi lembaga kekuasaan
kehakiman berdasarkan format aslinya yakni Mahkamah Agung
sebagai court of justice dan Mahkamah Konstitusi sebagai court of

law.?’

27 Suparto, “Problematika Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Agung (Kajian
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6. Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Sholikin dengan judul “Perbaikan
Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah
Agung”. Artikel tersebut membahas mengenai mekanisme
penyelesaian perkara pengujian peraturan perundang-undangan oleh
Mahkamah Agung serta hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka
memperbaiki proses penyelesaian perkara tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pengujian
peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung diatur di dalam
PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Mekanisme
pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung diawali
dengan proses pengajuan permohonan yang dilanjutkan dengan
pendaftaran permohonan, pengiriman salinan permohonan kepada
termohon, pengiriman jawaban dari termohon, penunjukan majelis,
pemeriksaan perkara, putusan, pemberitahuan putusan, dan yang
terakhir pelaksanaan putusan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung
tersebut masih mengandung beberapa problematika yang meliputi
tidak jelasnya aturan mengenai pengiriman naskah kepada termohon
apabila permohonan diajukan melalu pengadilan negeri, tidak
ditemukannya aturan mengenai batas waktu penyelesaian tahapan yang
menjadi wewenang dari Mahkamah Agung, pemberitahuan putusan
kepada para pihak yang tidak memiliki kejelasan waktu, dan proses

pemeriksaan permohonan yang tidak melibatkan pihak yang

terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018),” Jurnal SASI, Vol. 27, No. 1, (2021).
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berperkara. Disamping itu, artikel tersebut juga menjelaskan bahwa
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki
oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk pengawasan yang
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman terhadap proses pembentukan
peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan check and
balances.?®

7. Jurnal yang ditulis oleh Achmad dan Mulyanto dengan judul
“Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial
Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”. Artikel
tersebut membahas mengenai pengaturan judicial review di Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi serta problematika pengujian
peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Agung maupun
Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan mengenai judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi termaktub di dalam UUD NRI 1945
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1), Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Sedangkan terkait hukum formil diatur di dalam
PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang dan PERMA No. 1 Tahun 1992 jo.
PERMA No. 1 Tahun 1999 jo. PERMA No. 1 Tahun 2004 jo. PERMA

No. 1 Tahun 2011. Selain itu berkaitan dengan problematika yang

2 M. Nur Sholikin, “Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di
Mahkamah Agung,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 2, (2014).
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muncul kaitannya dengan pengujian peraturan perundang-undangan
oleh kedua lembaga tersebut di antaranya adalah sulitnya melakukan
penegakan konstitusi dan konflik kelembagaan akibat perbedaan
penafsiran dalam menangani suatu perkara.?®
Berdasarkan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah sebelumnya yang
memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Penelitain-
penelitian sebagaimana dipaparkan di atas lebih menekankan kajiannya pada
aspek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta problematikanya. Terdapat satu
penelitian yang menguraikan mengenai pengujian AD/ART partai politik di
lembaga peradilan, akan tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada
pembahasan mengenai kedudukan AD/ART partai politik dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian
dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menguraikan terlebih dahulu urgensitas
pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan serta menguraikan
problematika yang muncul dalam gagasan pengujian AD/ART di lembaga
peradilan untuk kemudian dapat memaparkan konsep ideal dari pengaturan

pengujian tersebut. Perbedaan juga terletak di kerangka teori yang digunakan

2 Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
(Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Yustisia, Vol. 2, No.
1, (2013).
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dalam menganalisis pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan teori
demokrasi, teori partai politik, teori badan hukum publik, teori pengujian norma,
dan teori peraturan perundang-undangan.
F. Kerangka Teori

Dalam bagian kerangka teori ini akan dipaparkan secara umum mengenai
teori-teori hukum yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis data-data yang
telah berhasil dikumpulkan serta untuk menjawab pokok permasalahan yang
menjadi fokus dalam penelitian ini. Di samping itu, dalam bagian ini akan
dipaparkan juga mengenai konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan
empat teori yakni teori partai politik, konsep badan hukum publik, teori pengujian
peraturan perundang-undangan, dan teori perundang-undangan. Teori partai
politik akan digunakan untuk menganalisis serta menguraikan pokok
permasalahan berkaitan dengan problematika yuridis yang muncul pada gagasan
pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan yang nantinya akan
diperdalam dengan menggunakan teori pengujian peraturan perundang-undangan
serta teori pengujian peraturan perundang-undangan. Teori badan hukum publik
akan digunakan oleh peneliti untuk merekonseptualisasi pengertian dari badan
hukum publik serta untuk mengetahui status hukum dari partai politik. Sedangkan
teori pengujian peraturan perundang-undangan akan digunakan oleh peneliti untuk
menkonsepkan bagaimana konsep ideal pengaturan pengujian AD/ART partai
politik di lembaga peradilan yang akan diperdalam dengan teori perundang-

undangan untuk mengkonsepkan AD/ART partai politik sebagai suatu peraturan
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perundang-undangan yang dapat diujikan di lembaga peradilan. Selain itu, teori
pengujian peraturan perundang-undangan akan digunakan juga untuk
menganalisis urgensitas pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan.
1. Teori Partai Politik

Partai politik berasal dari kata partire yang memiliki arti terbelah. Secara
etimologis, partai juga berasal dari kata pars yang bermakna bagian.*® Hal
tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Jimly Asshiddigie yang
berpendapat bahwa kata partai berasal dari Bahasa Inggris yang bermakna bagian
dan golongan. Jimly Asshiddigie mengartikan partai sebagai bentuk
pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada kesamaan tujuan, ideologi,
agama, bahkan kesamaan kepentingan. Pengelompokan yang dimaksud adalah
pengelompokan yang berbentuk organisasi secara umum yang mampu dibedakan
berdasarkan dengan wilayah aktivitasnya, seperti organisasi keagamaan, politik,
kepemudaan, dan kemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan waktu, istilah
partai mengalami penyempitan makna dengan lebih merujuk kepada organisasi
masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.3 Jimly Asshiddigie
menambahkan bahwa partai politik memiliki pengertian dalam arti luas dan arti
sempit. Dalam pengertian yang luas, partai politik diartikan sebagai
pengelompokan masyarakat dalam sebuah organisasi yang tidak terbatas pada

organisasi politik, sedangkan dalam arti sempit partai politik diartikan sebagai

30 Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...,Op. Cit,
him. 9.

31 1bid.
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organisasi yang bergerak dalam bidang politik.3? Miriam Budiarjo mendefinisikan
partai politik sebagai suatu kelompok yang dijalankan secara terorganisir, terdiri
atas anggota-anggota yang memiliki cita-cita, kepentingan, serta orientasi yang
sama. Kelompok tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuatan politik atau
bahkan merebut kedudukan politik dengan cara yang dibenarkan oleh hukum
untuk merealisasikan programnya.® Pengertian lain menyebutkan bahwa partai
politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik
yang aktif di dalam masyarakat, yakni mereka yang memfokuskan perhatiannya
pada proses jalannya kekuasaan pemerintahan dan bersaing dengan kelompok lain
yang berbeda pandangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.>*

Berdasarkan beberapa definisi partai politik sebagaimana yang disebutkan
di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat empat unsur dalam suatu partai
politik, unsur tersebut meliputi : (1) organisasi politik resmi, (2) aktivitas politik,
(3) aktivis politik, dan (4) tujuan politik.® Frank J. Sorouf menambahkan bahwa
partai politik terdiri dari beberapa unsur yang meliputi :

a. Mengembangkan organisasi serta meraih tujuan organisasi melalui

pemilihan umum;
b. Memiliki sifat yang inklusif serta terdiri atas bermacam-macam

kelompok masyarakat;

32 1bid.

3 Abdul Muktie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Indonesia...,Op.Cit, him. 14.

34 Yusa Djuyandi, Pengantar IImu Politik...,Op. Cit, him. 151.

% Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...,Op. Cit,
him. 13.
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c. Tujuan utamanya adalah kontestasi politik demi mewujudkan tujuan
organisasi;

d. Dijalankan secara berkelanjutan serta pengambilan keputusan yang
didasarkan pada kesepakatan bersama disertai dengan loyalitas dari

anggotanya.>®

Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting bagi terciptanya
kehidupan negara yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Bahkan partai politik
dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu,
partai politik memiliki peranan yang penting dalam proses penyelenggaraan
negara secara keseluruhan. Firmanzah berpendapat bahwa peran dan fungsi partai
politik terbagi ke dalam dua hal, yakni fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam
ranah internal, partai politik memiliki fungsi kaitannya dengan pendidikan politik
para anggotanya. Dalam hal ini partai politik berkeharusan untuk memberikan
pembinaan serta pengkaderan kepada setiap anggotanya demi keberlanjutan
ideologi partai politik yang menjadi dasar terbentuknya partai politik yang
bersangkutan. Dalam ranah eksternal, partai politik memiliki peranan yang lebih
luas, yakni dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam hal ini partai
politik berkeharusan untuk membawa masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan
yang lebih baik.®” Gaffar dan Aman berpendapat bahwa partai politik memiliki

peran yang di antaranya adalah sebagai berikut :

% Frank J. Sorauf, Party Politics in America, (Boston: Little, Brown and Company,
1972), him. 20.

7 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2011), him. 49
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a. Pendidikan politik

b. Sebagai sumber rekruitmen calon pejabat publik yang akan menempati
berbagai kursi jabatan dalam suatu negara

c. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat’

d. Sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemerintah dengan
rakyat.3®

Sementara itu, James Roshau menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua
peranan penting yang dimiliki partai politik dalam penyelenggaraan suatu negara,
yaitu :

a. Sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pembentukan kebijakan
negara

b. Sebagai lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan
oleh negara.*

Berdasarkan peranan dan fungsi partai politik sebagaimana yang telah
dipaparkan di atas, maka partai politik termasuk ke dalam badan hukum publik
mengingat peran, tugas, serta tanggungjawab yang dijalankan oleh partai politik.
Partai politik merupakan organisasi yang memperjuangkan kepentingan
masyarakat, perantara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memperjuangkan
kepentingan politik para anggotanya. Namun apabila dilihat dari proses

pendiriannya partai politik dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat. Hal

38 Abdul Muktie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
him. 18.

% Ibid.
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ini dikarenakan proses pendiriannya yang memiliki kesamaan dengan proses
pendirian badan hukum privat lainnya.*
2. Konsep Badan Hukum Publik
Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh
pemerintah serta dijalankan berdasarkan pada ketentuan hukum publik.** Definisi
serupa diutarakan oleh VVan der Grinten yang mendefinisikan badan hukum publik
dengan badan hukum yang susunan organisasi hingga strukturnya dijalankan
dengan berdasarkan pada hukum publik, yakni hukum tata negara dan hukum
administrasi negara, namun berkaitan dengan kebadanan hukumnya sendiri juga
berlaku hukum perdata kecuali apabila hukum menentukan lain.*? Berdasarkan
pengertian tersebut maka yang dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum publik
di antaranya adalah negara, pemerintahan daerah, dan Lembaga-lembaga negara.
Lembaga negara secara umum dapat diartikan dengan lembaga
pemerintahan yang didirikan oleh negara dengan tujuan untuk menjalankan fungsi
negara serta menyelenggarakan pemerintahan.*®* Hans Kelsen mengartikan
lembaga negara dengan “Whoever fulfills a function determined by the legal order

is an organ”. Setiap yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh suatu

40 Aulia Dina Safira, “Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum
dalam Sistem Hukum Indonesia”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022), him.
102.

41 Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara
Press, 2017), him. 16.

42 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2006), him. 174.

43 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (PT Rajagrafindo Persada:
2018), him. 196.
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tatanan hukum dapat disebut sebagai suatu organ.** Definisi yang berbeda
dijelaskan oleh Harun al-Rasyid yang menyebut fungsi-fungsi negara sebagai
jabatan bukan organ. Dalam pandangan Harun al-Rasyid negara terdiri atas
jabatan-jabatan. Jabatan tersebut bersifat tetap meski pemangku jabatan tersebut
berganti-ganti. Sehingga tugas dan wewenang dari jabatan tersebut senantiasa
melekat serta tidak akan hilang bersamaan dengan bergantinya pemangku jabatan
tersebut.*® Berkaitan dengan perbedaan tersebut Jimly Asshiddigie menjelaskan
bahwa organ merupakan suatu wadah sedangkan fungsi merupakan isi dari wadah
tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan pendapat Hans Kelsen dan Harus al-
Rasyid maka istilah organ merujuk pada wadah yang digunakan untuk
menjalankan fungsi negara, sedangkan istilah jabatan merujuk pada fungsi atau isi
dari wadah tersebut.*®

Dalam pandangan Hans Kelsen, lembaga negara memiliki dua pengertian,
pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas lembaga negara tidak
hanya yang berbentuk organic, melainkan termasuk juga di dalamnya setiap
jabatan yang ditentukan oleh hukum dengan catatan fungsi-fungsi dari jabatan
tersebut bersifat menciptakan norma atau menjalankan norma. Sehingga dalam
pandangan Hans Kelsen, parlemen yang Menyusun serta menetapkan peraturan

perundang-undangan serta warga negara yang memilih para wakil yang duduk di

4 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Cambridge: Harvard University Press,
1949), him. 192.

4 Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999),
him. 5.

46 Jimly Ashiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 99.
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parlemen melalui pemilihan umum dapat diklasifikasikan sebagai organ negara
dalam arti luas. Temasuk juga hakim yang memutus suatu perkara dan
menjatuhkan hukum terhadap terdakwa serta terpidana yang menjalankan
hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai suatu organ negara.*’ Sedangkan
dalam arti sempit lembaga negara hanya mencakup setiap organ negara yang
secara pribadi telah memiliki kedudukan hukum tertentu. Lembaga negara dalam
arti sempit tersebut memiliki ciri-ciri yang meliputi : (1) lembaga tersebut
dibentuk dengan tujuan untuk menempati jabatan atau fungsi tertentu, (2) fungsi
tersebut berkedudukan sebagai profesi utama bahkan bersifat eksklusif, (3)
dengan fungsi tersebut, lembaga tersebut berhak mendapatkan imbalan gaji dari
negara. Dengan demikian yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara
dalam arti sempit meliputi pejabat publik atau pejabat umum dan jabatan publik
atau jabatan umum.

Sebagai badan hukum publik, lembaga negara tentu berbeda dengan badan
hukum privat. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk
membedakan antara badan hukum publik dengan badan hukum privat. Menurut
Man. S. Sastra Widjaja kriteria tersebut meliputi : (1) berdasarkan pendirinya,
apabila dalam proses pendiriannya suatu badan hukum menggunakan ketentuan
hukum publik atau dibentuk oleh kekuasaan umum, maka badan hukum tersebut
merupakan badan hukum publik. Namun apabila badan hukum tersebut didirikan
oleh perorangan dan berdasarkan pada ketentuan hukum perdata maka badan

hukum tersebut merupakan badan hukum privat, (2) berdasarkan fungsi yang

47 Hans Kelsen, General Theory of Law and State..., Op.Cit, him. 276.
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dijalankan. Apabila fungsi yang dijalankan oleh badan hukum tersebut berkaitan
dengan kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum
publik. Sedangkan apabila fungsi yang dijalankan oleh badan hukum tersebut
berkaitan dengan kepentingan individu maka badan hukum tersebut termasuk ke
dalam badan hukum privat.*®
3. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis
yang muncul akibat keberadaan teori Hans Kelsen berkaitan dengan hierarki
norma hukum dalam suatu sistem hukum dengan sumber hukum yang banyak
didominiasi oleh peraturan hukum tertulis.*® Pengujian peraturan perundang-
undangan ini muncul juga sebagai akibat dari penerimaan atas asas lex superior
derogat legi inferior yang membawa konsekuensi bahwa norma hukum yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.>
Pengujian peraturan perundang-undangan menjadi suatu hal yang logis mengingat
dalam praktik banyak ditemukan norma hukum yang saling bertentangan. Dengan
adanya pertentangan antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya dapat
dilakukan suatu pengujian yang dapat ditempuh melalui cara yang biasa, yakni
dengan mengeluarkan norma hukum atau peraturan perundang-undangan baru

atau melalui cara yang luar biasa, yakni dengan penunjukan organ tersendiri

48 A A Gede D.H Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan hukum Privat,”
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2, (2019), him. 159.

49 Nafiatul Munawarah dan Maryam Nur Hidayatai, “Integrasi Pengujian Perundang-
Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia,” Jurnal
Hukum lus Quia lustum, Vol. 22, No. 2, (2015), him. 261.

%0 King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek
Pengujiannya, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), him. 109.
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dalam konstitusi seperti halnya judicial review."!

Dalam negara yang menganut konsep demokrasi konstitusional, pengujian
peraturan  perundang-undangan  menjadi  salah  satu  aspek  dalam
mengimplementasikan konsep tersebut. Pengujian peraturan perundang-undangan
dilakukan dalam rangka menjaga agar kaidah-kaidah yang termuat di dalam
Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak
dilanggar atau disimpangi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh
tindakan pemerintah.%? Selain itu, pengujian peraturan perundang-undangan
dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap norma hukum yang ada. Kontrol
tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik,
pengendalian administratif, maupun melalui kontrol hukum (judisial).>
Pengawasan secara politik menurut Cappeletti merupakan pengawasan atau
kontrol yang dilakukan oleh organ-organ nonyudisial yang biasanya dilakukan
oleh organ-organ politik. Pengawasan secara yudisial merupakan bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan. Sedangkan pengawasan
administratif merupakan pengawasan yang lazimnya dilakukan oleh lembaga
eksekutif. Keseluruhan bentuk pengawasan sebagaimana yang dipaparkan di atas
dilakukan melalui kegiatan menilai atau menguji suatu peraturan perundang-

undangan serta perbuatan pemerintah bertentangan atau tidak dengan ketentuan

51 Imam Soebechi, Judicial Review Perda dan Pajak Retribusi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 167.

2 Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung:
Nusa Media, 2011), him. 124.

53 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 6.
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hukum yang lebih tinggi.>*

Bagir Manan menyebutkan bahwa terdapat tiga mekanisme yang dapat
ditempuh dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan, yakni : (1)
pengujian melalui badan peradilan atau judicial review, (2) pengujian oleh
lembaga yang sifatnya politik, (3) pengujian melalui pejabat atau badan
administrasi negara.®® Kaitannya dengan pengujian peraturan perundang-
undangan oleh lembaga peradilan, Fatmawati menyatakan bahwa judicial review
mengandung beberapa makna yang meliputi : (1) wewenang untuk melakukan
judicial review sepenuhnya dimiliki oleh hakim di pengadilan untuk
menyelesaikan kasus konkret di pengadilan yang bersangkutan, (2) judicial review
dilakukan dalam rangka untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah baik dari cabang legislatif, eksekutif, maupun tindakan administratif
oleh pejabat negara bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi atau
tidak.>® Judicial review terbagi ke dalam dua bentuk, yakni pengujian secara
formal dan pengujian secara material. Pengujian formal tidak hanya terbatas pada
proses pembentukan peraturan perundang-undangan namun juga mencakup ranah
pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dan bentuk peraturan

tersebut. Sedangkan hak uji material berkaitan dengan substansi dari peraturan

5 Mauro Cappelleti, Judicial Review in the Contemporary World, (The Bobbs-Merril
Company, 1979), him, 19-20, dalam Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan, (Bandung: Nusa Media, 2011), him. 125.

% Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, (Yogyakarta: Ull
Press, 2005), him. 75.

% Fatmawati, Hak Menguji (Toetsings Recht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum
Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2006), him. 9.
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perundang-undangan yang bersangkutan.®’

Pengujian peraturan perundang-undangan di beberapa negara Yyang
menggunakan sistem civil law dilakukan oleh satu lembaga tertinggi yang biasa
dikenal dengan Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Sistem
pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh satu lembaga saja
disebut dengan sistem sentralisasi dan metode pengujiannya disebut dengan
principaliter. Berbeda dengan beberapa negara yang menganut sistem common
law, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada para
hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkrit, sistem yang demikian disebut
dengan desentralisasi dan metode pengujiannya disebut dengan incidenter.
Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem sentralisasi, namun
dalam hal ini pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan
oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk
menguji suatu Undang-Undang terhadap undang-undang Dasar dan Mahkamah
Agung yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.>®

Terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terdapat keharusan untuk mencakup standar normatif tertentu. Standar
normatif tersebut berupa bentuk pengawasan atau kontrol secara yudikatif

terhadap setiap produk peraturan perundang-undangaan Yyang dihasilkan.

5 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretaris
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), him. 62-63.

%8 Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan...,Op. Cit. him.
127-128.
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Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini meliputi aspek konsepsional,
prosedural, hingga substansi dari suatu produk hukum.>® Maurice Duverger
berpedapat bahwa pengawasan terhadap produk hukum oleh lembaga peradilan
menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga nilai-nilai yang
terkandung dalam konstitusi yang tertuang dalam setiap butir pasalnya. Konstitusi
hanya akan berisi rangkaian kata yang tidak berarti apabila tidak terdapat lembaga
maupun organ yang menjaga serta mempertahankan setiap nilai yang terkandung
di dalamnya.®°
4. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Istilah peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan memiliki
akar kata undang-undang yang merujuk pada bentuk atau jenis peraturan yang
dibentuk oleh negara.®* Di Belanda peraturan perundang-undangan disebut dengan
wet yang mengandung dua pengertian, yakni wet in formele zin dan wet ini
materiele zin, yakni peraturan perundang-undangan dalam arti proses
pembentukannya dan peraturan perundang-undangan dalam arti substansi atau
isinya.®? Perbedaan di antara keduanya menurut Jimly Asshiddigie dapat

ditentukan dengan hanya melihatnya dari segi penekanannya, yakni melihat suatu

% King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek
Pengujiannya..., Op. Cit. him. 111.

80 Soechino, llmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), him. 271.

61 Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan..., Op. Cit. him.

62 Amiroeddin Syarif, Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya),
(Bandung: Rineka Cipta, 1997), him. 4-6.
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peraturan perundang-undangan dari sisi materinya atau dari sisi bentuknya.%
Sedangkan menurut Attamimi perbedaan antara peraturan perundang-undangan
dalam arti materil dan formil berakar pada jawaban atas pertanyaan pokok, apa
yang sebenarnya menjadi tugas pembentuk wet. Terdapat dua pendapat dalam
mengartikan pembentukan wet. Pendapat pertama mengungkapkan bahwa
pembentukan wet merupakan implementasi dari suatu tugas tertentu. Pendapat ini
memiliki arti bahwa pembentuk wet memiliki tugas tertentu yang menjadi
tanggungjawabnya, sehingga yang dimaksud dengan wet adalah suatau ketentuan
hukum yang mengandung materi tertentu dan memerlukan mekanisme tertentu
dalam proses pembentukannya. Pendapat yang kedua mengartikan pembentukan
wet dengan proses perumusan prosedur formal yang menjadi syarat bagi
terbentuknya suatu wet. Sehingga pembentukan wet bermakna langkah awal dari
suatu prosedur formal.®*

Secara teoritis, peraturan perundang-undangan memiliki padanan arti
dengan wetgeving, gesetgebung, maupun legislation. Istilah-istilah tersebut
menurut Maria Farida memiliki dua makna. Pertama, perundang-undangan
merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat
pusat maupun daerah.%® Pengertian ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh

B. Hestu Cipto Handoyo yang mendifinisikan perundang-undangan dengan proses

8 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 34-
35.

6 A, Hamid Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Repubik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990), him.
197-198, dalam buku Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,
(Bandung: Nusa Media, 2011), him. 4.

65 Maria Farida, llmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), him. 3.
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yang ditempuh oleh organ-organ kenegaraan untuk menyusun ketentuan umum
menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat serta dituangkan dalam suatu
kitab yang terkodifikasi. Hasil dari proses tersebut dapat berupa Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Derah.®® Kedua,
perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan negara sebagai hasil
pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun
daerah.®’

Peraturan perundang-undangan sejatinya merupakan manifestasi dari
konsep negara hukum yang mengharuskan setiap penyelenggaraan negara
didasarkan pada ketentuan hukum. Dalam konsep negara hukum demokrasi,
aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara diharuskan untuk
disesuaikan dengan kehendak rakyat. Sehingga dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan aspirasi dari masyarakat merupakan acuan utama
yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang.®®

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan merupakan
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.®®

% B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia; Menuju Konsolidasi Sistem
Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), him. 39.

67 Maria Farida, llmu Perundang-Undangan..., Op. Cit. him. 3.

68 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia
setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), him. 14.
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Sedangkan menurut Attamimi peraturan perundang-undangan merupakan
peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang dibentuk atas dasar
kewenangan perundang-undangan baik yang bersifat atribusi maupun delegasi.”
Attamimi kemudian memberikan batasan terhadap pengertian peraturan
perundang-undangan dengan keseluruhan aturan hukum yang dibentuk oleh
semua lembaga negara dalam bentuk tertentu dan prosedur tertentu yang di
dalamnya biasanya memuat sanksi serta berlaku umum terhadap seluruh
masyarakat.”

Peraturan perundang-undangan mengandung beberapa unsur tertentu,
menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar unsur-unsur tersebut meliputi : (1)
berbentuk tertulis, sehingga peraturan perundang-undangan seringkai disebut
sebagai hukum tertulis, (2) dibentuk oleh organ atau pejabat tertentu yang
memiliki wewenang untuk membentuk ketentuan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat secara umum, (3) memiliki sifat mengikat secara umum. Mengikat
secara umum di sini memiliki arti tidak harus mengikat keseluruhan masyarakat.
Mengikat secara umum hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa apabila
suatu norma hukum berlaku terhadap suatu peristiwa konkret atau individu

tertentu maka norma hukum tersebut tidak termasuk dalam pengertian peraturan

0 Rosyidi Ranggawidjaja, Pengantar llmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung:
Mandar Maju, 1998), him. 15.

T A. Hamid Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Repubik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990), him.
197-198., dalam buku Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,
(Bandung: Nusa Media, 2011), him. 12.
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perundang-undangan.’® Terdapat pula parameter yang dapat digunakan untuk
mengetahui apakah suatu norma hukum tergolong ke dalam peraturan perundang-
undangan atau tidak. Parameter tersebut meliputi : (1) peraturan perundang-
undangan merupakan keputusan tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau organ
yang berwenang yang berisi mengenai aturan tingkah laku serta bersifat umum,
(2) peraturan perundang-undangan memuat aturan tingkah laku yang di dalamnya
memuat fungsi, status, hak, kewajiban, atau suatu tatanan, (3) peraturan
perundang-undangan tidak ditujukan untuk peristiwa konkret tertentu.”
Peraturan perundang-undangan terbagi ke dalam beberapa bentuk, yakni :

a. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yakni peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk siapapun, bersifat abstrak, dan
tidak merujuk pada peristiwa konkret tertentu;

b. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Kekhususan yang
dimaksud dalam kategori ini merujuk pada subjek yang diatur, dalam arti
peraturan perundang-undangan tersebut hanya berlaku bagi subjek hukum
tertentu;

c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan
wilayah berlakunya. Peraturan perundang-undangan ini berlaku hanya
untuk wilayah tertentu;

d. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan

72 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
(Bandung: Alumni, 1997), him. 125.

8 King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek
Pengujiannya..., Op. Cit. him. 6.
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daya ikat materinya, yakni hanya berlaku internal.”

Sedangkan dalam pandangan Mian Khurshid, kategori dari peraturan perundang-
undangan meliputi : (1) undang-undang yang bersifat umum, (2) undang-undang
yang bersifat lokal, (3) undang-undang yang bersifat personal atau individual, (4)
undang-undang yang bersifat publik, dan (5) undang-undang yang bersifat
perdata.” Bentuk peraturan perundang-undangan sendiri sangatlah beragam.
Keanekaragaman bentuk peraturan perundang-undangan tersebut disesuaikan
dengan tingkat kepentingan, relevansi substansi yang hendak diaturnya, dan
lembaga atau organ negara yang diberi wewenang untuk menyusun serta
menetapkannya.”®
G. Definisi Operasional

Gagasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil
pemikiran atau ide

Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti
proses, cara, perbuatan mengatur.

Pengujian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengujian
memiliki arti proses, cara, atau perbuatan menguji. Pengujian yang dimaksud
dalam hal ini berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan ataupun
norma hukum lainnya. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan

mencakup pengertian pengujian dalam aspek materil maupun formil dan

4 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., Op.Cit. him. 18.

> King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek
Pengujiannya..., Op. Cit. him. 5.

76 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang..., Op.Cit. him. 20.
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pengujian oleh lembaga peradilan maupun oleh lembaga eksekutif maupun
legislatif. Namun dalam hal ini pengujian yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah pengujian terhadap aspek materil suatu peraturan perundang-undangan dan
dilakukan oleh lembaga peradilan atau yang biasa dikenal dengan istilah judicial
review.”’

Anggaran Dasar (AD), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) AD
merupakan peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi
perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). AD yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah AD dari suatu partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik disebutkan bahwa Anggaran Dasar partai politik merupakan
peraturan dasar dari suatu partai politik.”® Di dalam AD tersebut setidaknya
memuat beberapa hal yang meliputi asas serta ciri partai politik, visi dan misi,
nama, lambang, dan tanda gambar, tujuan dan fungsi, organisasi, tempat,
kedudukan , dan pengambilan keputusan, kepengurusan dari suatu partai politik,
prosedur rekruitmen keanggotaan partai politik dan jabatan publik, sistem
kaderisasi, prosedur pemberhentian anggota, peraturan dan keputusan partai
politik, pendidikan politik, keuangan partai politik, serta mekanisme penyelesaian
perselisihan internal partai politik.”

Anggaran Rumah Tangga (ART), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

" Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, (2010), him. 113-114.

78 Pasal 1 angka (1).

79 Pasal 2 ayat (4).
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(KBBI) ART merupakan peraturan pelaksana dari suatu Anggaran Dasar (bagi
perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). ART yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah Anggaran Rumah Tangga dari suatu partai politik. Definisi mengenai
ART dapat ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
mengartikan ART sebagai peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari suatu
AD. %

Partai politik, istilah partai sejatinya berasal dari bahasa latin, yakni partire
yang memiliki arti terbelah.8! Secara etimologis, partai juga berasal dari kata pars
yang bermakna bagian.®? Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh
Jimly Asshiddigie yang berpendapat bahwa kata partai berasal dari Bahasa Inggris
yang bermakna bagian dan golongan. Lebih lanjut lagi, Jimly Asshiddigie
mengatakana bahwa istilah partai mengandung makna dalam arti luas dan sempit.
Dalam arti luas partai merupakan pengklasifikasian masyarakat dalam suatu
organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang politik. Sedangkan dalam arti
sempit, partai adalah partai politik, yakni organisasi masyarakat yang bergerak
dalam bidang politik.23 Mengacu pada pendapat tersebut maka partai yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah partai dalam arti sempit, yakni organisasi

masyarakat yang bergerak dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2

8 pasal 1 angka (3)

81 Feri Amsari, dkk, Pembaruan Partai Politik di Indonesia; Demokratisasi Internal
Partai Politik, (Malang: Intrans Publishing, 2020), him. 36.

82 Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...,Op. Cit,
him. 9.

8 Ibid.
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Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19458
Lembaga peradilan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga
memiliki arti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan
keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan peradilan merupakan segala
sesuatu mengenai perkara pengadilan, sehingga lembaga peradilan merupakan
peralatan atau perlengkapan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin
tegaknya hukum yang berlaku.®> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan
lembaga peradilan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi

Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Hal ini
dikarenakan penelitian ini akan terfokus kepada pembahasan mengenai
problematika hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun

dokumen yuridis lainnya yang menyangkut persoalan partai politik dan pengujian

8 pasal 1 angka (1)

8 https://kumparan.com/kabar-harian/makna-lembaga-peradilan-beserta-klasifikasinya-
1x1f0LZ9nSf, diakses 10 Mei 2023.



https://kumparan.com/kabar-harian/makna-lembaga-peradilan-beserta-klasifikasinya-1x1f0LZ9nSf
https://kumparan.com/kabar-harian/makna-lembaga-peradilan-beserta-klasifikasinya-1x1f0LZ9nSf
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norma di lembaga peradilan.
2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga partai politik. AD/ART partai politik yang menjadi objek
penelitian dalam penelitian ini mencakup AD/ART PDI-P, Partai Demokrat, PKB,
PAN, PKS, dan PPP. Pemilihan terhadap AD/ART partai tersebut dikarenakan
partai-partai tersebut merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi
berdasarkan ideologi yang dianut oleh masing-masing partai. PDI-P memperoleh
suara sebesar 19,33 persen, Partai Demokrat 7,77 persen, PKB 9, 69 persen, PAN
6,84 persen, PKS 8,21 persen, dan PPP 4,52 persen suara.?® Dengan jumlah
tersebut, partai politik juga memiliki perwakilan anggota yang duduk di lembaga
legislatif dengan jumlah besar sehingga secara tidak langsung partai-partai
tersebut memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan publik dan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan berdampak pada
masyarakat. Selain itu, pemilihan terhadap AD/ART Partai Demokrat juga
didasarkan pada permohonan pengajuan pengujian AD/ART Partai Demokrat di
Mahkamah Agung. Objek penelitian ini juga mencaku peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pembentukannya dan ketentuan hukum lain yang
berkaitan dengan persoalan partai politik serta pengujian norma di lembaga
peradilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

86 https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-
legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu, diakses pada 27 Agustus 2023.



https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu
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perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan maupun
dokumen yuridis lainnya yang berkaitan dengan persoalan dalam suatu penelitian.
Pendekatan ini nantinya akan difokuskan untuk mengetahui dan menelaah
problematika AD/ART partai politik terutama berkaitan dengan sesuai tidaknya
AD/ART suatu partai politik dengan Undang-Undang Partai Politik maupun
ketentuan hukum lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi berkaitan dengan
persoalan partai politik. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan
konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin-doktin hukum
yang berkembang dalam ilmu hukum, pendapat-pendapat ahli, hingga asas hukum
yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian. Pendekatan ini nantinya akan
digunakan oleh penulis untuk menemukan konsep pengujian AD/ART partai
politik di lembaga peradilan serta menemukan urgensi dari pengujian tersebut.
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa dokumen

yuridis yang berupa AD/ART partai politik dan bahan hukum yang berasal dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentnag Mahkamah Agung

beserta perubahannya.

Data primer sebagaimana yang disebutkan di atas akan didukung dengan
data sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah baik berupa skripsi,
tesis, maupun disertasi, majalah, koran, ataupun karya tulis ilmiah lain yang
memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka
atau studi dokumen terhadap dokumen yuridis yang berupa ketentuan peraturan
perundang-undangan maupun dokumen yuridis lainnya, buku-buku, jurnal ilmiah,
majalah, koran, ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan
dengan pengujian AD/ART partai politik di lembaga peradilan. Studi pustaka ini
dilakukan dalam rangka mencari teori yang relevan dengan pokok permasalahan
dalam penelitian dengan membaca, menulis, mengkaji, serta menelaah berbagai
dokumen sehingga ditemukan berbagai macam teori yang dapat memecahkan
problematika yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pengolahan data kualitatif. Setelah berbagai data penelitian berhasil dikumpulkan
peneliti akan melakukan pengklasifikasian dan kategorisasi terhadap data
penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka unutuk mempermudah peneliti dalam
memahami serta memberikan arti terhadap setiap data yang diperoleh untuk

kemudian disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif dengan model deduktif. Dalam penerapannya, metode ini merupakan
suatu metode pengambilan logika hukum yang bersumber dari hal-hal yang
bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan berpijak pada teori partai politik,
konsep badan hukum publik, teori pengujian norma, dan teori perundang-
undangan sebagai suatu hal yang bersifat umum untuk menganalisis data yang
telah dikumpulkan. Proses analisis diawali dengan menjabarkan data yang telah
diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan dengan tujuan agar lebih mudah untuk
dimengerti. Kemudian peneliti akan memberikan arti terhadap setiap data yang
diperoleh serta menguraikan temuan-temuan yang diperoleh selama proses
penelitian. Setelah itu, peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap hasil
analisis tersebut untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus bahasan
dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kemudahan serta untuk memberikan arahan
kepada peneliti agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti selama
proses penyusunan penelitian ini, peneliti menyusun secara sistematis penelitian
ini ke dalam 5 (lima) bab dengan penjabaran sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan
secara rinci latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukaknnya penelitian
ini. Di dalam latar belakang masalah tersebut diuraikan juga urgensi dari
problematika yang ada untuk diteliti. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai

rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak diwujudkan dari penelitian ini,
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telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian hingga sistematika penulisan
dari penelitian ini.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum dari setiap teori yang digunakan
sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Setelah sebelumnya telah dipaparkan
secara umum pada bab sebelumnya dalam sub bahasan kerangka teori, pada bab
ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai teori partai politik, konsep badan
hukum publik, teori pengujian norma, dan teori perundang-undangan.

Bab Ketiga merupakan analisis. Terdapat beberapa pokok bahasan dalam
bab ini yang dimulai dengan analisis terhadap urgensitas pengujian AD/ART
partai politik di lembaga peradilan yang kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan mengenai problematika yuridis yang muncul dalam gagasan
pengujian AD/ART di lembaga peradilan, dan yang terakhir adalah analisis
terhadap konseptualisasi pengaturan pengujian AD/ART partai politik di lembaga
peradilan.

Bab Keempat merupakan penutup. Di dalam bab ini akan diuraikan
mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta berisi mengenai saran
yang diberikan oleh peneliti yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan
terutama dalam bidang hukum tata negara dan solusi yang ditawarkan oleh
peneliti untuk mengatasi problematika yang muncul dalam tubuh AD/ART partai

politik dan pengujiannya di lembaga peradilan.



BAB |1
TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI PARTAI POLITIK, BADAN
HUKUM PUBLIK, PENGUJIAN NORMA HUKUM, DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Teori Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Istilah partai sejatinya berasal dari bahasa latin, yakni partire yang
memiliki arti terbelah.®” Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Giovani Sartori,
penggunaan kata partire sejatinya tidak pernah digunakan dalam peristilahan
politik maupun lagkah politis. Giovani Sartori juga mengungkapkan bahwa kata
sekte merupakan istilah yang pertama kali digunakan untuk menyebut suatu
kelompok politik tertentu seperti yang dipahami saat ini. Selain itu, Sartori juga
berpendapat bahwa penggunaan istilah sekte untuk menyebut suatu kelompok
politik baru berakhir pada abad ke-17 dan kemudian digantikan dengan istilah
partai. Perubahan istilah untuk menyebut suatu kelompok politik dari istilah sekte
ke partai tersebut disebabkan karena istilah sekte yang digunakan untuk
mendefinisikan suatu perpecahan pada kelompok keagamaan atau perbedaan
gagasan keagamaan antara katolik dan protestan. Sehingga sejak saat itu istilah
sekte lebih diartikan sebagai suatu kelompok agama tertentu yang menjalankan

kepentingannya sendiri.® Selain itu, penggunaan kata partai untuk menyebut

87 Feri Amsari, dkk, Pembaruan Partai Politik di Indonesia; Demokratisasi Internal
Partai Politik, (Malang: Intrans Publishing, 2020), him. 36.

8 Giovani Sartori, Parties and Party System, a Framework for Analysis, (Colchester-UK:
ECPR Press, 2005), him. 4.
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suatu kelompok politik tertentu juga untuk menggantikan istilah faksi yang dinilai
memiliki pengertian yang negatif dikarenakan menggambarkan perpecahan. Hal
tersebut tentu bertentangan dengan makna partai yang tidak selamanya bergerak
untuk menimbulkan perpecahan dalam masyarakat ataupun negara. Keberadaan
partai justru dalam rangka untuk menyatukan gagasan serta pemikiran yang
kemudian dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan yang dapat menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.?® Argumentasi yang disampaikan oleh
Sartori tersebut sejalan dengan pengertain partai politik yang terdapat di dalam
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengartikan
partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional serta dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.°° Berdasarkan pengertain tersebut
dapat diketahui bahwa partai politik memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita
bangsa dan memperjuangkan kepentingan umum.

Secara etimologis, partai juga berasal dari kata pars yang bermakna

bagian.®® Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Jimly

8 Feri Amsari, dkk, Pembaruan Partai Politik di Indonesia; Demokratisasi Internal
Partai Politik...,Op. Cit, him. 37.

% Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

1 Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...,Op. Cit,
him. 9.
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Asshiddigie yang berpendapat bahwa kata partai berasal dari Bahasa Inggris yang
bermakna bagian dan golongan. Makna golongan tersebut merujuk kepada
pengelompokan masyarakat dengan didasarkan pada kesamaan pada aspek-aspek
tertentu, seperti dalam hal agama, ideologi, atau bahkan kepentingan.
Pengelompokan tersebut berupa organisasi yang bersifat umum dan dibedakan
satu sama lainnya dengan wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kepemudaan,
organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi politik. Namun,
seiring berjalannya waktu penggunaan kata partai lebih ditujukan untuk menyebut
organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.%?> Berdasarkan konsep
yang diutarakan oleh Jimly Asshiddigie dapat disimpulkan bahwa istilah partai
mengandung makna dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas partai merupakan
pengklasifikasian masyarakat dalam suatu organisasi yang tidak hanya bergerak
dalam bidang politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik,
yakni organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.*

Secara terminologis, Miriam Budiardjo mengartikan partai politik dengan
suatu kelompok yang terorganisir yang setiap anggotanya memiliki kesamaan cita,
nilai, serta orientasi yakni merebut kedudukan politik serta medapatkan kekuasaan
politik dengan jalan yang dibenarkan oleh hukum untuk melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan  mereka.®*  Sedangkan  Sigmund  Neumann

9 Muchammad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik
Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011),
him. 31.

% Muhadam Labolu, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia...,Op. Cit,
him. 9.

% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2007), him. 160-161.
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mengartikan partai politik dengan a political party is the articulate organization
of society’s active political agents, those who are concerned with the control of
government power and who compete for popular support with another group or
groups holding divergent views.*® (partai politik merupakan organisasi yang berisi
pelaku-pelaku politik yakni mereka yang berfokus pada pengendalian kekuasaan
pemerintahan melalui dukungan oleh masyarakat dan bersaing untuk
mendapatkan dukungan tersebut dengan kelompok lain yang memiliki pendapat
yang berbeda).

Apabila mengacu pada definisi yang diutarakan oleh Neumann
sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa partai politik
hidup dalam suatu masyarakat atau negara yang menganut konsep negara
demokrasi. Hal tersebut didasarkan pada adanya persaingan antara partai politik
dengan kelompok lainnya dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.
Kesempatan untuk bersaing antara kelompok yang satu dengan yang lainnya
sebagaimana yang dimaksud sebelumnya hanya dapat ditemukan dalam
kehidupan masyarakat atau negara yang menganut konsep negara demokrasi yang
biasanya persaingan tersebut diakomodasi dalam bentuk pemilihan umum.®

Dalam pengertain modern, partai politik diartikan sebagai kelompok yang
menjalankan fungsi rekruitmen pejabat publik dengan mengusulkan calon-calon

pejabat publik yang akan dipilih oleh masyarakat dan melalui calon-calon tersebut

% Sigmund Neumann, Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader,
edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, (London: The Free Press of Glencoe, 1963), him.
352.

% Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, (Yogyakarta: Liberty, 1984), him. 5.
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mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.®” Sedangkan Carl J. Friedrich
mendefinisikan partai politik dengan a political party is a group of human beings,
stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the
control of a government, with the further objective of giving to members of the
party, through such control ideal and material benefits and adventages®® (partai
politik merupakan kelompok yang terorganisir dengan stabil yang memiliki tujuan
untuk mengambilalih kekuasaan atau mempertahankannya untuk pemimpin partai
serta memberikan manfaat kepada para anggotanya baik yang bersifat ideal
maupun materil memalui penguasaan tersebut). Selain itu, Austin Ranney
mendefinisikan partai politik dengan berpendapat bahwa partai politik memiliki
lima karakteristik fundamental yang meliputi :

a. the are groups of people to whom labels - “Republikan”,

“Communist”, “Liberal”, and so on — are generally applied

by both themselves and others;

b. some of the people are organized — that is, they

deliberately act together to achieve party goals;

c. the larger society recognizes as legitimate the right of

parties to organized and promote their causes;

d. in some of their goal promoting activities parties work

through the mechanism of representative government;

e. a key activity of parties is thus selecting candidates for

elective publik office.®

Selain itu, Hafied Cangara mengemukakan bahwa partai politik memiliki

tiga prinsip dasar yang meliputi :

9 Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
(Malang: Setara Press, 2012), him. 13.

% Friedrich Carl J., Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in
Europe and America, (Waltham: Blaisdell Publishing Company, 1967), him. 419.

% Ranney Austin, Governing: An Introduction to Political Science, 1995, him. 157.
Dalam Abdul Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
Op. Cit..., him. 14.
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a. Partai sebagai koalisi, yakni membangun sebuah koalisi dari berbagai
kepentingan untuk membentuk kekuatan mayoritas. Dalam koalisi
tersebut terdapat faksi-faksi yang tidak jarang mengacaukan kesatuan
partai yang diakibatkan satu sama lain saling berebut untuk menjadi
kubu yang dominan dalam suatu koalisi. Antara faksi yang satu dengan
yang lain seringkali terjadi ketidakcocokan terutama kaitannya dengan
perumusan asas perjuangan, kepengurusan organisasi, pencalonan
kandidat, hingga penyusunan program.

b. Partai sebagai organisasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik harus
dikelola agar menjadi institusi yang berkelanjutan dan terus eksis.
Dengan demikian, partai politik akan mampu menarik perhatian
masyarakat dan dapat menjadi wadah perjuangan serta representasi dari
kelompok masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, partai politik
memiliki tugas untuk mengambil bagian dalam pemilu dengan
mencalonkan anggotanya dalam pemilu, membuat isu propaganda
dalam pemilu, serta mengumpulkan dana. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, loyalitas para anggota partai politik sangat diperlukan.

c. Partai sebagai pembuat kebijakan. Melalui anggotanya yang menduduki
jabatan publik, partai politik dapat mempengaruhi setiap proses
pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan berbagai pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan

bahwa partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang di

100 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), him, 209-
210.
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dalamnya berisi sekelompok orang yang memiliki tujuan, cita-cita, serta orientasi
yang sama. Organisasi tersebut saling berlomba dengan organisasi lain untuk
memperoleh dukungan dari masyarakat sebagai bentuk usaha untuk memperoleh
kekuasaan. Melalui kekuasaan, organisasi tersebut akan berusaha mempengaruhi
serta mengontrol jalannya pemerintahan untuk merealisasikan serta melaksanakan
program dari organisasi tersebut. Dengan demikian maka partai politik berbeda
dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, Perbedaan di antara keduanya
terletak pada bahwa partai politik dalam usahanya untuk memperoleh kekuasaan
serta menempati jabatan-jabatan publik, partai politik melakukannya dengan
melalui pemilihan-pemilihan atau dalam hal ini adalah pemilihan umum,
sedangkan kelompok-kelompok kepentingan lainnya hanya berusaha untuk
mempengaruhi para pemegang kekuasaannya. Selain itu, mengacu pada
pengertian partai politik sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan
juga bahwa secara sosiologis basis utama partai politik terletak pada ideologi dan
kepentingan yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan untuk memperoleh kekuasaan.
Tanpa dua hal tersebut, partai politik tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya

beserta para pendukungnya.®*

2. Sejarah Partai Politik
Partai politik diyakini pertamakali muncul pada akhir abad ke-18 di Eropa
Barat. Kemunculan partai politik pada saat itu disebabkan karena semakin
merebaknya kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan hak pilih masyarakat

maka dirasa perlu adanya sebuah organisasi yang mampu menjadi perantara

101 Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, Op.Cit..., him. 9.
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antara pemerintah dengan rakyat, organisasi yang dimaksud adalah partai
politik.1%2 Selain itu kemunculan partai politik juga disebabkan karena semakin
meluasnya gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu
pihak yang perlu untuk diikutsertakan dalam kegiatan politik.1®® Sehingga partai
politik hadir secara spontan dalam rangka menanggapi pemikiran tersebut yang
kemudian menjalankan peran sebagai narahubung antara rakyat dengan
pemerintah.

Sejarah kemunculan partai politik juga dapat dilihat dalam dua
karakteristik, yakni partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik
yang lahir di luar p